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ABSTRAK 

 

Asuransi merupakan salah satu bentuk upaya pengalihan risiko yang 

sudah tidak asing lagi di Indonesia. Begitu juga di objek wisata Pantai Pananjung 

Pangandaran Jawa Barat, pengelola objek wisata mengikutsertakan wisatawan 

yang berkunjung terhadap penjaminan dan pertanggungan asuransi. Berdasarkan 

kejadian yang telah penyusun cermati di lapangan dalam waktu satu tahun lebih  

sudah banyak wisatawan yang mengalami kecelakaan di Pantai Pananjung. 

Kecelakaan tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan pengunjung dalam 

mematuhi peringatan dan rambu-rambu penanda bahaya yang dipasang oleh 

pengelola obyek wisata, maka penyusun pun tertarik untuk meneliti hal tersebut 

dengan objek penelitian di objek wisata Pantai Pananjung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana 

penyusun mencari informasi-informasi yang diperlukan di objek wisata Pantai 

Pananjung guna melengkapi penyusunan skripsi ini. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif-analitik, penyusun mengevaluasi kemudian memberikan penilaian 

terhadap pelaksanaan jaminan asuransi wisatawan di lapangan dengan cara 

mengamati setelah itu menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan asuransi 

terhadap wisatawan yang berada di objek wisata Pantai Pananjung dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola obyek wisata pantai 

Pananjung Jawa Barat tidak sepenuhnya mentaati setiap peraturan yang berlaku 

yang kaitannya dengan jaminan asuransi pengunjung obyek wisata.  Berdasarkan 

penelitian yang penyusun lakukan di lapangan, masih dijumpai beberapa 

pelaksanaan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

ada. Adapun beberapa pelaksanaan yang sudah sesuai dengan aturan perundang-

undangan antara lain pengadaan program asuransi untuk pengunjung, penarikan 

premi asuransi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang, pemberian uang 

nominal biaya perawatan serta dana santunan untuk pengunjung obyek wisata, 

pemasangan rambu-rambu tanda bahaya di kawasan rawan kecelakaan, dan lain 

sebagainya. Adapun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

ada antara lain jangka waktu asuransi yang dalam aturan perundang-undangan 

dibatasi akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dibatasi sama sekali, pengunjung 

yang kecelakaan karena kelalaiannya sendiri tetap mendapatkan dana santunan, 

dan lain sebagainya. Penyusun berharap agar kecelakaan laut di objek wisata 

Pantai Pananjung Jawa Barat dapat berkurang setiap tahunnya. Dengan 

pengunjung mematuhi rambu-rambu yang ada di pantai, pengunjung juga telah 

menyelamatkan nyawanya sendiri dari marabahaya. 
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MOTTO 

 

“The world is filled with nice people. If you can’t find one, be one.”  

(@PositiveMinds__) 

“Dunia ini dipenuhi oleh orang baik. Jika kamu tidak bisa menemukan satupun orang baik 

itu, maka jadilah salah satunya.” 

 

“Everything will be okay in the end. 

If it’s not okay, 

It’s not the end.” 

(anonymous) 

“pada akhirnya semua akan baik-baik saja. 

Jika ini tidak baik, 

maka ini bukanlah suatu akhir.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti ingin merasakan nyaman di manapun ia berada. Tidak 

terkecuali orang yang sedang berada di Daerah pariwisata. Merupakan hak bagi 

para wisatawan  untuk mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, 

keselamatan dari pihak pengelola tempat pariwisata manapun. Nyawa adalah 

suatu hal yang paling berharga yang harus kita jaga dalam hidup kita. Begitupula 

badan kita. Jika kita ingin nyawa kita tetap selamat, maka kita juga perlu untuk 

menjaga badan kita sendiri. Berdasarkan hal tersebut, berupaya untuk 

mempertahankan keselamatan jiwa dan raga sangatlah diperlukan dimanapun kita 

berada tidak terkecuali pada saat di tempat wisata. Meskipun  hampir setiap 

tempat pariwisata sudah di ikut sertakan kepada jasa asuransi tidak menjamin kita 

untuk selamat dari peristiwa kecelakaan. Adapun jasa asuransi yang dipakai oleh 

setiap Daerah pariwisata bermacam-macam perusahaannya. 

Dari uraian di atas, di kawasan objek wisata, terlebih Daerah pantai, 

sangat rentan sekali akan hal-hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Seperti 

kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Meskipun pihak pengelola 

pariwisata menjamin akan keamanan setiap wisatawan yang berkunjung. 

Menyadari pentingnya keselamatan para wisatawan, maka pengelola tempat 

pariwisata khususnya di Pantai Pananjung (atau yang biasa disebut dengan Pantai 

Pangandaran), mengikutsertakan asuransi kepada setiap wisatawan yang 
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mengunjungi pantai Pananjung. Adapun jasa asuransi yang dipakai oleh tempat 

Pariwisata Pantai Pananjung ini dari PT. Sarana Lindung Upaya yang 

beralamatkan di Daerah Bandung Jawa Barat. Dalam UU No. 02 Tahun 1992 

Tentang Usaha Perasuransian pada Pasal 1 ayat satu (1) disebutkan: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang 

timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan.”
1
 

 

Adapun penelitian ini akan penyusun batasi jangka tahun kecelakaannya, 

yakni dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Karena, data kecelakaan di 

Pantai Pananjung Jawa Barat tahun-tahun sebelumnya, seluruhnya telah 

diserahkan ke dinas pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tidak hanya karena itu, dari 

data yang penyusun peroleh, korban kecelakaan laut yang terjadi di Pantai 

Pananjung Jawa Barat, dari tahun 2013 hingga saat ini, terdapat kurang dari 100 

orang korban. Baik itu yang luka ringan, berat, hilang, hingga meninggal dunia.  

Adapun data yang diperoleh, korban kecelakaan pada Tahun 2013 tidak dimulai 

dari bulan Januari 2013. Melainkan data di Tahun 2013 dimulai dari Bulan 

September 2013. Dikarenakan, pada bulan-bulan sebelumnya Juli hingga Agustus 

tidak ada korban yang kecelakaan di pantai, dan di bulan Juli hingga Januari, data-

datanya sudah di alihkan ke Dinas Pemerintahan Kabupaen Ciamis. 

                                                           
1
 Undang-Undang  No. 02 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat 1. 
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Perlu penyusun tegaskan bahwa penyusun hanya memfokuskan pada 

wisatawan domestik saja yang penyusun teliti.  Karena antara wisatawan domestik 

dan manca memiliki hak asuransi yang sama, dan pelayanan yang sama dari pihak 

pengelola pariwisata. Hanya saja, berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan 

dengan Kasubag UPTD dinas pariwisata Pangandaran Bapak Mahmudin Syah, 

SIP, wisatawan yang pernah mengalami kecelakaan di pantai Pananjung Jawa 

Barat tidak ada yang berasal dari luar negeri atau mancanegara melainkan dari 

Indonesia.  

Dalam pelaksanaan asuransi wisatawan ini terdapat tiga pihak yang 

terkait, yaitu penanggung, pengelola objek wisata, dan tertanggung. Penanggung 

dalam perjanjian asuransi wisatawan ini ialah Asuransi Umum PT. Sarana 

Lindung Upaya, yang mulai bekerjasama dengan objek Wisata Pantai Pananjung 

Pangandaran sebelum Daerah Pangandaran resmi secara hukum berotonomi 

Daerah dari Kabupaten Ciamis pada tanggal 25 Oktober 2012 lalu. Pengelola 

objek wisata dalam perjanjian ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten 

Pangandaran. Kedua belah pihak inilah yang membuat dan menandatangani MoU 

(Memorandum of Understanding) atau naskah perjanjian kerjasama asuransi 

wisatawan setelah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Sebenarnya, 

kerjasama antara Pengelola Objek Wisata Pantai Pananjung dengan PT. Sarana 

Lindung Upaya merupakan kerjasama pelimpahan dari pemerintahan Kabupaten 

Ciamis. Dikarenakan Pangandaran telah berotonomi Daerah, maka MoU 

perjanjian kerjasama dengan PT. Sarana Lindung Upaya dilanjutkan. Setelah 3 

tahun MoU tersebut berjalan, nantinya Pemda Pangandaran sendiri yang meninjau 
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dan memutuskan, apakah jasa asuransi dari PT. Sarana Lindung Upaya untuk 

Objek Wisata Pantai Pananjung Pangandaran akan dilanjutkan atau bekerjasama 

dengan pihak asuransi lain. Adapun kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut 

baru saja diperbaharui pada bulan Juli 2014 yang lalu. Sedangkan tertanggung 

ialah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di Objek Wisata Pantai 

Pananjung ini.  

Dalam pelaksanaan asuransi pihak tertanggung, dalam hal ini wisatawan 

telah mengetahui berapa besar premi asuransi kecelakaan yang harus dibayarkan, 

ketika wisatawan tersebut membeli tiket masuk objek wisata. Keikutsertaan 

wisatawan sebagai pihak tertanggung merupakan keharusan dan terjadi secara 

otomatis. Dengan memasuki objek wisata, berarti wisatawan telah mengikuti 

asuransi sebagai pihak tertanggung. Dengan adanya para pihak dalam suatu 

perjanjian, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Dalam asuransi wisatawan, hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam polis 

asuransi pelayanan umum. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus sesuai dengan syarat-syarat yang 

telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, syarat-syarat 

khusus dalam pelaksanaan asuransi wisatawan tersebut di atas, tertuang dalam 

MoU (Memorandum of Understanding)  perjanjian asuransi dan polis pelayanan 

umum yang merupakan bagian yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari 

pelaksanaan perjanjian asuransi ini. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam 

kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum 



5 
 

kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun 

tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.
2
 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penyusun tertarik untuk meneliti 

siapa saja pihak-pihak  yang terkait, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi 

dan bagaimana  pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-

ketentuan lain dalam pelaksanaan asuransi wisatawan dikawasan objek wisata 

khususnya di Daerah Pangandaran tepatnya di objek wisata pantai Pananjung. 

Dari latar belakang masalah di atas, maka untuk meneliti lebih jauh pelaksanaan 

asuransi wisatawan untuk Objek Wisata Pantai Pananjung Pangandaran, penyusun 

hendak mengangkat sebagai skripsi dengan judul, “Asuransi Kecelakaan 

Terhadap Wisatawan Domestik di Objek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten 

Pangandaran Provinsi Jawa Barat)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun mempunyai rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah pemberian asuransi kecelakaan terhadap wisatawan domestik di 

objek wisata pantai Pananjung Pangandaran Jawa Barat sudah sesuai dengan 

aturan perundang-undangan ? 

 

 

 

                                                           
2
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, cet. 2 (Jakarta; Kencana 

Prenada Media Group, 2004), hlm. 3. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara 

pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan wisatawan di objek wisata Pantai 

Pananjung Jawa Barat dengan aturan perundang-undangan.   

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian atau studi 

kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian ini atau sebagai referensi untuk menentukan 

kebijakan lain yang lebih baik. Misalnya pihak-pihak pembuat Undang-

undang atau birokrasi hukum. 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian tentang pembahasan perkembangan dan pelaksanaan asuransi 

untuk wisatawan sebagai pihak konsumen atau pengguna jasa pariwisata 

mengalami kemajuan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk 

Jurnal, makalah, buku, majalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk 

memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-

penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya 

pengulangan penelitian. 
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Kuncaraningtyas Sholihah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Wisatawan untuk Objek-objek 

Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dari judulnya sudah terlihat sekali 

bahwa skripsi yang di angkat membahas tentang asuransi wisatawan namun di 

tinjau dari hukum Islam. Menurutnya, Asuransi Wisatawan yang tidak berbasis 

hukum Islam itu kurang sempurna. Karena dalam asuransi wisatawan yang 

bersifat konvensional masih banyak kekurangan dimana-mana. Teori keadilan 

masih belum bisa ditegakkan secara sempurna. Meskipun hampir di seluruh objek 

pariwisata di Indonesia khususnya, asuransi kecelakaan yang dipakai oleh 

pengelola objek wisata adalah asuransi kecelakaan yang bersifat konvensional.
3
 

Jika dalam skripsi saudari Kuncaraningtyas Sholihah meninjau asuransi dari segi 

hukum Islam maka penyusun menggunakan teori hukum kontrak atau 

konvensional dalam skripsi penyusun. Penyusun juga dalam skripsinya meninjau 

bagaimana sistem kerja dan pengimplementasian kerjasama yang telah disepakati 

antara kedua belah pihak dengan realita yang terjadi seperti apa, jika ada ketidak 

sesuaian yang dilakukan salah satu atau kedua belah pihak, bagaimana 

penyelesaiannya yang hendak ditempuh, sehingga dalam penelitian ini akan 

menghasilkan penelitian yang berbeda. Adapun persamaan dari penelitian yang 

kita teliti itu, terletak pada objek penelitiannya, yaitu asuransi terhadap 

wisatawan. 

                                                           
3
Kuncaraningtyas Sholihah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi 

Wisatawan untuk Objek-objek Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa 

Jurusan Muammalat Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2002. 
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Cahyo Widayat, dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab 

Penanggung dalam Pelaksanaan Asuransi terhadap Wisatawan di Objek-objek 

Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sesuai dengan judulnya, skripsi yang di 

angkat analisis pembahasannya terfokus pada pertanggung jawab penanggung 

yakni PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang tertuang dalam polis 

asuransi umum. Adapun studi kasus dari skripsi yang saudara Cahyo buat berada 

di Daerah  DIY
4

. Berbeda dengan penelitian saudara Cahyo, skripsi yang 

penyusun tulis tidak hanya membahas tentang pertanggung jawaban dari pihak 

Asuransi saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam asuransi kecelakaan 

tersebut. Meninjau apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atau belum, jika ada penyimpangan dalam proses pelayanan asuransi 

tersebut, bagaimana solusinya, dan bagaimana  penyelesaiannya. 

Skripsi  Reny Aswita dengan judul “Asuransi Kecelakaan diri di Daerah 

Objek Wisata (Studi kasus pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan)” yang 

membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban pihak penanggung asuransi, 

yaitu PT. Jasa Raharja Putera itu sendiri, apabila di objek wisata tersebut terjadi 

kecelakaan yang dapat membahayakan wisatawannya. Studi kasus ini dilakukan 

di Daerah objek wisata Lau Kawar, Medan Sumatera Utara.
5
 Jika dalam skripsi 

tersebut meninjau pada pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja Putera yang berada 

                                                           
4
Cahyo Widayat, ”Tanggung Jawab Penanggung dalam Pelaksanaan Asuransi terhadap 

wisatawan di Objek-objek Wisata di DIY”, Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta,1998. 

5
Reny Aswita, “Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan di Daerah Objek Wisata 

(Studi pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan)”, Skripsi  Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara Medan, 2007. 
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di Medan maka penyusun meninjau dari MoU antara Pemda Pangandaran dengan 

Sarana Lindung Upaya. 

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Sarsiti dan Muhammad Taufiq 

dengan judul Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang 

Mengalami Kerugian di Objek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga). 

Penelitian yang mereka lakukan dituangkan dalam bentuk jurnal. Adapun 

substansi dari jurnal yang mereka teliti itu membahas tentang kerugian wisatawan 

di Daerah objek wisatawan dalam bentuk materi. Bukan bentuk fisik karena 

kecelakaan dan lain sebagainya. Menurut penulis, wisatawan yang mengalami 

kerugian berupa materi di Daerah objek wisata juga perlu mendapatkan 

perlindungan dari pihak objek wisata setempat.
6
 Sedangkan skripsi yang penyusun 

teliti, menjelaskan tentang kerugian yang ditanggung wisatawan karena 

kecelakaan diri, bukan kerugian materi. Maka dari uraian tersebut telah jelas 

perbedaan kajian yang penyusun angkat dengan kajian saudari Sarsiti dan saudara 

Muhammad Taufiq. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam sistem hukum Indonesia setiap manusia atau warga Negara berhak 

mendapatkan perlindungan dan keamanan tidak terkecuali para wisatawan. Dalam 

kaitannya dengan wisatawan khususnya wisatawan di pantai Pananjung 

Kabupaten Pangandaran, mereka juga mempunyai hak yang sama. Dalam hal ini 

                                                           
6
Sarsiti dan Muhammad Taufiq, Penerapan  Perlindungan  Hukum Terhadap Wisatawan 

yang Mengalami Kerugian di Objek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika 

Hukum Vol. 12 No. 01 Bulan Januari 2012, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 
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khususnya pemerintah kabupaten Pangandaran memberikan asuransi terhadap 

para wisatawan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung 

pantai tersebut. Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan 

beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang di antaranya yaitu:  

1. Teori  Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan 

konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan 

dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.  

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  

Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia 

menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan 

statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua 

organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. 

Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat 

tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian 
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dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat 

kecenderungan mulai melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat.
7
 

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, 

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep 

Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai 

kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

2. Teori Perjanjian dan Perikatan 

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik 

yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan 

formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian 

                                                           
7
 Joseph Rapundai, Kajian Perlindungan Hukum, (Bandung, Ampera Pers: 2001) hlm. 13. 
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kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat 

hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi 

kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.
8
  

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam 

perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu: 

a. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua 

orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan 

perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan 

suatu perundingan.  

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para 

pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan undang-undang. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa 

prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihakpihak 

sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.   

Ada bentuk tertentu dari macam-macam perjanjian yaitu lisan atau 

tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. 

Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan 

bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang 

kuat. 

                                                           
8
 Pattric Helenn, Teori Perjanjian, (Medan : Ampera, 2009), hlm. 123. 
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Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. Perikatan 

adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada 

hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih dari 

itu, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu 

pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia 

sehari-hari, dan juga banyak dipelajari oleh para ahli hukum, serta dikembangkan 

secara luas oleh para legislator, praktisi hukum, dan juga pada cendekiawan 

hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan 

doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.
9
 

 Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita lihat 

temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena 

undang-undang”. 

 

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. 

 

Dengan demikian sudah jelas sekali bahwa perjanjian melahirkan perikatan. 

Seperti telah disebutkan di atas yang tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata bahwa:  

                                                           
9
 Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1. 
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“Tiap-tiap Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena 

undang-undang”. 

 

Dengan rumusan yang demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

hendak menyatakan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan 

kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayan. Begitu pula perjanjian juga akan 

melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-

pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian maka pihak yang 

mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan 

sesuatu, berbuat sesuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan 

keuntungan dari para pihak yang telah berjanji atau mengikatkan diri dengan 

jaminan atau tanggungan yang berupa harta kekayaan yang dimiliki dan yang 

akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan 

diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus 

dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
10

 

Pernyataan “sukarela” menunjukkan bahwa perikatan yang bersumber 

dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang 

terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perikatan 

yang lahir dari undang-undang, yang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak 

dalam perikatan tersebut, meskipun sebenarnya para pihak tidak 

menghendakinya.
11

 

                                                           
10

 Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Ibid, hlm. 1-2. 
11

 Ibid, hlm. 2-3. 
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Selanjutnya pernyataan “dalam lapangan harta kekayaan”, dimaksudkan 

untuk membatasi bahwa perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian 

yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang sebagaimana dijamin dengan 

ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yag sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut tidak meliputi perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian kawin. 

Dengan konstruksi dan akibat hukum tersebut, berarti setiap pihak yang 

membuat perjanjian, tidak hanya pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, yang harus mengetahui secara pasti setiap 

konsekuensi dari pembuatan perjanjian, melainkan juga pihak yang berhak atas 

pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana 

suatu perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dapat dipaksakan pelaksanaan 

prestasinya.
12

 

3.    Teori Asuransi 

Asurasni atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti 

telah dimaklumi, bahwa dalam menjalani kehidupan manusia selalu dihadapkan 

pada situasi yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan mungkin pula 

sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, 

mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun. Namun 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 3. 
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manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan lah yang menentukan segalanya. 

Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali selalu menghadapi 

berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidak 

berdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita 

kerugian yang dimaksud disebut dengan risiko.
13

 

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang 

belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian 

atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan hal yang tidak 

diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi 

kenyataan adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang 

tidak menginginkan suatu risiko seharusnya mengusahakan supaya kehilangan 

atau kerugian itu tidak terjadi.
14

 

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari 

keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung risiko 

yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun 

sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk 

mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari 

ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, 

kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, dan 

                                                           
13

 Man S. Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga, (Bandung: 

Alumni, 1997), hlm. 1-2.  

14
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, 

(Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 4-5. 
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seterusnya. Masing-masing risiko mungkin memerlukan penanganan yang 

berbeda.
15

 

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan 

yang timbul dalam pengambilan suatu keputusan terhadap bentuk penanganan 

risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena 

ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri, atau harus 

dialihkan kepada pihak lain.
16

  

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi 

wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi 

orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya maka perusahaan 

asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang 

dibayarkan oleh anggota lainnya.
17

 Begitu juga dalam asuransi kecelakaan bagi 

pengunjung di objek wisata Pantai Pananjung Jawa Barat. Setiap pengunjung 

diwajibkan membeli tiket masuk guna membayar premi asuransi. Dengan 

membeli tiket masuk objek wisata Pantai Pananjung, sudah secara otomatis 

pengunjung tersebut terdaftar sebagai peserta jaminan pertanggungan di objek 

wisata tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun 

menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi: 

                                                           
15

 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2. 
16

 Ibid 
17

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan 

Perhitungan, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 2. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data 

langsung di lapangan tentang asuransi kecelakaan diri di objek wisata 

Pantai Pananjung Pangandaran. Penyusun mencari data-data langsung ke 

lapangan yang berhubungan dengan asuransi kecelakaan di pantai 

Pananjung Jawa Barat. Di antaranya, penyusun mengunjungi kediaman 

para korban atau keluarga korban yang pernah mengalami kecelakaan di 

Pantai Pananjung Jawa Barat guna melakukan wawancara dengan pihak 

terkait, mencari data-data beserta informasi yang dibutuhkan di Dinas 

Pariwisata Pangandaran, melihat langsung ke objek lokasi, yaitu Pantai 

Pananjung Jawa Barat. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni dengan 

penelitian ini penyusun mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap 

pelaksanaan jaminan asuransi wisatawan di lapangan dengan cara 

mengamati kemudian menganalisis kesesuaian antara implementasi 

pelaksanaan asuransi terhadap wisatawan yang berada di objek wisata 

Pantai Pangandaran dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

dalam MoU Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya Cabang Bandung 

Tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Bagi Pengunjung Objek Wisata di 

Wilayah Kabupaten Pangandaran. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif, di mana penyusun mengkaji data-data yang 

diperoleh dari lapangan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum 

konvensional yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah 

yang berlaku. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Penyusunan skripsi agar lebih mudah untuk mengumpulkan data, 

maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi Pantai 

Pangandaran, Dinas Pariwisata Pangandaran, serta kediaman para korban 

atau keluarga korban, dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta 

yang benar-benar terjadi dengan yang akan penyusun teliti.  

b. Interview (wawancara) 

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan bentuk 

komunikasi secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam 

pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman interview 

(wawancara). Berdasarkan data yang diperoleh, dari tahun 2013-2014 

terdapat total korban kecelakaan yang terjadi di Pantai Pananjung 

Pangandaran yaitu sebanyak 91 korban. Akan tetapi penyusun hanya 

mewawancarai 6 (enam) korban saja. Jadi sistem wawancara ini 

merupakan random sampling. Tidak semua korban diwawancarai oleh 
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penyusun. Karena dari enam korban yang telah berhasil diwawancarai 

tersebut sudah cukup mewakili dalam penyusunan skripsi ini. Adapun 

yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah, wisatawan atau 

keluarga korban wisatawan yang pernah mengalami kecelakaan di objek 

wisata Pantai Pananjung, Ketua Umum Kasubbag UPTD Dinas Pariwisata   

Wilayah Pangandaran, Bagian Administrasi Pengelolaan Dana Asuransi 

Wisatawan Dinas Pariwisata Pangandaran. 

c. Dokumentasi 

Penyusun melampirkan beberapa dokumen yang mendukung 

dalam penyusunan skripsi ini. Di antaranya, MoU Perjanjian Kerjasama 

Antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung 

Upaya Cabang Bandung Tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Bagi 

Pengunjung Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Pangandaran; bukti-

bukti wawancara dengan responden, gambar-gambar yang berkaitan 

dengan Pantai Pangandaran serta bukti gambar yang telah penyusun 

sebutkan di abstrak banyak sekali pengunjung yang berenang di daerah 

larangan berenang. 

a. Analisis Data 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu pemilihan atau 

pemusatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga hal ini 

merupakan rangkaian kegiatan analisis data yang saling berkaitan satu 
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sama lain dan dilakukan secara berurutan.
18

 Penyusun menganilisis seluruh 

data yang telah diperoleh di lapangan dengan cara menjelaskan Undang 

undang atau Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Jaminan Asuransi 

Kecelakaan Wisatawan di Pantai Pangandaran, menyajikan fakta-fakta dan 

realita yang terjadi di lapangan tentang kejadian kecelakaan serta beserta 

asuransi yang ia peroleh yang berhasil penyusun wawancarai, kemudian 

menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi dengan Undang-undang 

yang terkait serta menganalisis seluruh hasil data yang diperoleh 

penyusun. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka 

penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 

yang menjadi pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian 

pokok masalah merupakan penegesan masalah yang akan diteliti lebih detail yang 

dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian itu yaitu sesuatu 

yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun 

objek yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang 

telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori merupakan kerangka 

berpikir  yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian 

                                                           
18

Miles. Mathew B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru), terj. Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia 

PRESS, 2009) hlm. 16.  
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ini, metode penulisan yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam mengumpulkan data, dan yang terakhir sistematika pembahasan 

upaya mensistematiskan dalam penyusunan skripsi ini. 

Bab kedua berisi gambaran umum wisata Pantai Pananjung Pangandaran, 

yang di dalamnya memuat gambaran umum kawasan Pantai Pananjung, keadaan 

geografis, gambaran wisatawan serta asuransi wisatawan yang di dalamnya terdiri 

dari pengertian, tujuan dan manfaat, pihak-pihak dalam asuransi wisatawan, polis 

dan premi dari asuransi wisatawan, serta hak dan kewajiban para pihak. 

Bab ketiga berisi tentang aturan perundang-undangan dan peraturan 

daerah yang berkaitan dengan Asurani Kecelakaan Wisatawan di Objek Wisata 

Pangandaran, yang di dalamnya memuat Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, Undang-undang Usaha Perasuransian, Peraturan Daerah Jawa Barat 

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, serta MoU Perjanjian Kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya tentang 

Jaminan Asuransi Kecelakaan bagi Pengunjung Objek Wisata di Wilayah 

Kabupaten Pangandaran. 

Bab keempat berisi tentang analisa bentuk pemberian asuransi 

kecelakaan terhadap wisatawan domestik yang di dalamnya memuat analisa kasus 

kecelakaan yang pernah terjadi, dan penerapan peraturan perundang-undangan 

dengan realisasi pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan terhadap wisatawan 

domestik di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran serta kendala dalam 

meminimalisir kecelakaan di kawasan wisata Pantai Pananjung Jawa Barat. 
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Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi hasil 

analisa dari penelitian yang dilakukan penyusun dan saran-saran yang relevan 

dengan hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan terhadap 

wisatawan domestik di objek wisata Pantai Pananjung Pangandaran sebagian 

besar telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

Akan tetapi ada beberapa ketentuan yang dalam MoU terdapat pembatasan, justru 

dalam pelaksanaannya pihak pengelola objek wisata Pantai Pananjung 

Pangandaran lebih melindungi wisatawan di Pantai Pananjung. 

Adapun bentuk pelaksanaan yang sudah sesuai dengan aturan perundang-

undangan tersebut antara lain: 

a. Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pelaksanaan yang sudah sesuai berdasarkan aturan perundang-undangan 

ini antara lain pengadaan program asuransi kecelakaan untuk wisatawan 

oleh pihak pengelola objek wisata di Pantai Pangandaran. Dengan 

diadakannya program asuransi tersebut, maka pihak pengelola objek 

pariwisata Pantai Pangandaran telah mewujudkan ketentuan dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen guna melindungi, memberikan 

rasa aman dan jaminan keselamatan pada saat konsumen tersebut 

menikmati barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pihak pengelola. 
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b. Undang-undang No. 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 

Pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan 

pertanggungan adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek 

wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar 

premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak penanggung telah 

membuktikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut 

dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal 

dunia, serta menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban yang 

mengalami kecelakaan di objek wisata Pantai Pangandaran. 

c. MoU Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

dengan PT. Sarana Lindung Upaya Cabang Bandung tentang Jaminan 

Asuransi Kecelakaan bagi Pengunjung Objek Wisata di Wilayah 

Kabupaten Pangandaran. 

Berikut beberapa ketentuan yag sudah terlaksana dan sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, antara lain: 

1) Pemberian jaminan pertanggungan oleh pihak penanggung kepada 

pengunjung yang mengalami kecelakaan. Jaminan pertanggungan 

tersebut berupa biaya pengobatan pengunjung yang mengalami 

kecelakaan, serta dana santunan bagi keluarga pengunjung objek 

wisata yang meninggal dunia akibat kecelakaan di objek wisata; 

2) Pengunjung yang membeli tiket masuk sudah secara otomatis 

menjadi peserta pertanggungan asuransi. Apabila pengunjung tidak 

memiliki tiket masuk objek wisata, maka jika mengalami kecelakaan 



98 
 

pengunjung tersebut tidak berhak mendapatkan jaminan asuransi di 

objek wisata Pantai Pangandaran; 

3) Ketentuan premi asuransi yang hanya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus 

rupiah) per orang. Sampai saat ini premi asuransi di objek wisata 

Pantai Pangandaran sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per 

orang. Selama penelitian penyusun tidak melihat petugas karcis di 

objek wisata Pantai Pangandaran meminta uang lebih atau kurang 

dari itu untuk pembayaran uang premi asuransi; 

4) Pemberian uang nominal asuransi sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam MoU ini. Baik untuk korban yang meninggal dunia, ataupun 

untuk  korban kecelakaan yang bisa diselamatkan;  

5) Baik Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua tidak pernah absen untuk 

membiayai seluruh pengobatan dan perawatan peserta jaminan 

pertanggungan sesuai dengan ketentuan dalam MoU; 

6) Pengumpulan berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh peserta 

pertanggungan atau keluarga peserta pertanggungan sebagai syarat 

yang harus dipenuhi guna mendapatkan jaminan asuransi dari Pihak 

Kedua (Penanggung); 

7) Pemasangan rambu-rambu tanda bahaya di kawasan yang dianggap 

rawan oleh pihak pengelola objek wisata; 

8) Pemberian informasi dari pihak pengelola kepada pengunjung objek 

wisata apakah pantai sedang dalam keadaan aman atau waspada; 
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9) Menghimpun premi asuransi oleh pihak pengelola dan 

membayarkannya ke PT. Sarana Lindung Upaya sebagai Pihak 

Penanggung; 

Adapun bentuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di lapangan antara lain: 

a. Peraturan Daerah JABAR No. 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. 

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak pengusaha juga 

harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Yang dimaksud 

dengan pengusaha di sini adalah pengelola objek wisata beserta 

jajarannya. Memang untuk wisatawan keselamatannya tertanggung 

dengan asuransi kecelakaan wisatawan, namun untuk pihak pengelola 

sendiri beserta tim balawista mereka tidak tidak mendapatkan jaminan 

asuransi apapun. Jadi apabila tim balawista sedang menyelamatkan 

korban kemudian hanyut dan meninggal atau terluka, maka mereka tidak 

mendapatkan asuransi apapun. 

b. MoU Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

dengan PT. Sarana Lindung Upaya Cabang Bandung tentang Jaminan 

Asuransi Kecelakaan bagi Pengunjung di Objek Wisata Wilayah 

Kabupaten Pangandaran. 

Berikut beberapa hal yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

ketentuan daam perjanjian ini antara lain: 
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1) Dalam perjanjian ini dituliskan bahwa jaminan asuransi kecelakaan 

tersebut berlaku selama 3x24 jam. Namun dalam pelaksanaannya, 

selama pengunjung tersebut masih memiliki tiket masuk objek 

wisata, meskipun sudah berada lebih dari tiga hari berada di kawasan 

objek wisata kemudian mengalami kecelakaan laut pada hari ke-4 

ke-5 dan seterusnya, maka pengunjung yang kecelakaan tersebut 

berhak mendapatkan layanan asuransi dari pihak pengelola 

pariwisata di Pantai Pangandaran. 

2) Dalam MoU perjanjian ini dijelaskan bahwa kecelakaan yang tidak 

termasuk dalam perjanjian asuransi ini adalah apabila pengunjung 

dengan sengaja melakukan suatu hal yang dapat menyebabkan 

dirinya kecelakaan. Maka pengunjung tersebut tidak berhak 

menerima layanan asuransi kecelakaan di objek wisata. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak pengunjung yang 

mengalami kecelakaan laut karena mereka berenang, atau bermain di 

kawasan bahaya. Meskipun begitu pihak pengelola objek wisata 

tetap memberikan jaminan asuransi terhadap pengunjung tersebut. 

Dengan pengunjung berenang atau bermain di kawasan yag rawan 

akan bahaya berarti pengunjung tersebut bisa dinilai sengaja agar 

mengalami kecelakaan di kawasan tersebut. Karena di setiap 

kawasan yag dianggap rawan bahaya, pasti pihak pengelola telah 

memasang rambu-rambu penanda bahaya di kawasan tersebut. 
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Dari beberapa hasil yang penyusun uraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pihak pengelola objek wisata Pantai Pangandaran pada pelaksanaannya 

lebih melindungi pengunjungnya dibanding ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam MoU Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. 

 

B. Saran 

1. Untuk pengelola kawasan wisata Pantai Pangandaran hendaknya 

meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap keselamatan 

pengunjung, terlebih pada musim-musim liburan tiba. Penyuluhan 

tentang keadaan laut atau pantai pada saat itu lebih digiatkan, agar 

pengunjung tahu betul kapan pantai aman untuk dipakai berenang, 

dan kapan pantai tidak aman untuk dipakai berenang. 

2. Untuk para pengunjung sudah seharusnya pengunjung lebih 

mengindahkan peraturan-peraturan atau himbauan yang sudah 

disampaikan oleh pengelola pantai Pananjung. Lebih ditingkatkan 

lagi kesadaran pengunjung untuk menjaga keselamatan diri ataupun 

keluarganya. Jangan mementingkan ego karena ingin menikmati 

kawasan wisata di pantai lalu rambu-rambu yang telah dibuat oleh 

pemerintah setempat  di langgarnya.  

3. Untuk pemegang dana asuransi, lebih ditingkatkan lagi pelayanannya, 

bentuk tanggung jawabnya, serta diusahakan jangan sampai terjadi 

keterlambatan pembayaran asuransi yang tentunya akan sangat 

merugikan bagi pihak korban.  
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Pedoman Wawancara 

 

Pemerintah/Pengelola Objek Wisata 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang asuransi wisatawan di kawasan objek wisata 

Pantai Pangnadaran? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di Pantai 

Pangandaran? 

3. Bagaimana pendapat pemerintah tentang jaminan keamanan bagi pengunjung di objek 

wisata Pangandaran? 

4. Adakah campur tangan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? 

5. Bagaimana mekanisme pembayaran asuransi tersebut? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola objek wisata untuk menjalankan 

program asuransi ini? 

 

Korban yang Pernah Mengalami Kecelakaan di Pantai Pangandaran 

1. Sudah berapa kali datang ke Pangandaran? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang asuransi di objek wisata Pangandaran? 

3. Menurut anda apakah pelayanan asuransi di objek wisata Pangandaran sudah cukup 

baik? 

4. Bagaimana kronologis kejadian sewaktu anda kecelakaan? 

5. Tindakkan apa saja yang dilakukan oleh tm paramedis Rumah Sakit Pada Waktu itu? 

6. Pada saat setelah kecelakaan terjadi, anda diminta mengumpulkan berkas apa saja 

untuk mendapatkan asuransi wisatawan? 

7. Bagaimana kondisi anda pada saat itu? 

8. Berapa biaya yang dibayarkan untuk pengobatan anda? 
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9. Apakah anda cukup puas dengan pelayanan asuransi di objek wisata Pantai 

Pangandaran? 

 

Tim Balawista 

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota Balawista di Wilayah Pangandaran? 

2. Apa saja tugas anggota Balawista itu? 

3. Apakah ada kendala pada saat anda melakukan tugas pekerjaan anda? 

4. Menurut anda, bagaimana sistem asuransi terhadap wisatawan di objek wisata 

Pangandaran? Apakah sudah cukup baik atau perlu diperbaiki lagi? 



III 
 

DATA RESPONDEN 

 

Pengelola 

1. Rosili 

2. Mahmudin Syah, S.ip. 

 

Korban yang pernah mengalami Kecelakaan di Pantai Pangandaran 

1. Irfan Firmansyah 

2. Nandang Ruhiyat 

3. Diki Haryadi 

4. Evitya Setiawati 

5. Marsono (paman dari Rifqi Prianto Alm.) 

6. Dea Mustikasari 

 

Tim Balawista 

Dodo Taryana 
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DATA KORBAN KECELAKAAN DI PANTAI PANGANDARAN TAHUN 2013-2014 (SEPTEMBER 2013-NOVEMBER 2014) 

No Nama Umur Alamat Jenis Kelamin Asuransi yang Diperoleh Ket. Asuransi 

1 Debrina Cahya Wulan P 24 Bandung Perempuan Rp. 200.000,00 Terseret Arus ke Tengah laut. Dapat 

diselamatkan  

2 Dino Andrian 25 Sumedang Laki-laki Rp. 215.000,00 Luka di pelipis wajah karena terbentur perahu 

saat berenang. Dapat diselamatkan. 

3 Ogih Sujana 24 Ciamis Laki-laki Rp. 287.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

4 Fidia Rahmanita 27 Tasikmalaya Perempuan Rp. 70.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

5 Bejo Sutrisno 26 Tasikmalaya Laki-laki Rp. 325.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

6 Hermansyah 45 Papua Barat Laki-laki Rp. 492.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

7 Toto Hermanto 52 Bandung Laki-laki Rp. 105.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

8 Kosim 62 Bandung Laki-laki Rp. 1.183.000,00 Tenggelam, meninggal dunia 

9 Endah Purwanti 47 Bandung Perempuan Rp. 262.000,00 Terjatuh dari perahu dan terbentur 

10 Dea Mustikasari 27 Bandung P:erempuan Rp. 695.000,00 Terjatuh dan terbentur di bagian kepala ke 

bambu dermaga, dapat diselamatkan 

11 Dewi Tri Febrianti 13 Bandung Perempuan Rp. 262.000,00 Terjatuh dari perahu dan terbentur, dapat 

diselamatkan. 

12 Atan Saeful Mubarok 49 Bandung Laki-laki Rp. 302.000,00 Tergulung ombak, dapat diselamatkan. 

13 Nina Harlina 34 Cimahi Perempuan Rp. 458.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan. 

14 Fadlan Zulfikar 13 Bandung Laki-laki Rp. 150.000,00 Sobek di bagian kaki karena terkena benda tajam 

saat berenang. Dapat diselamatkan. 

15 Fajar Hermawan 14 Bandung Laki-laki Rp. 585.000,00 Tersengat ubur-ubur hingga pingsan ketika 

sedang berenang, dapat diselamatkan 

16 M. Robi Mulkansah 15 Sumedang Laki-laki Rp. 290.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

17 Sudarsono 33 Cilacap Laki-laki Rp. 348.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

18 Dede Rahmat 22 Cimahi  Laki-laki Rp. 190.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

19 Mimin Ratmini 69 Bandung Perempuan Rp. 110.000,00 Luka di kaki akibat tersandung batu karang. 

Dapat diselamatkan. 

20 Ramdan 13 Bandung Laki-laki Rp. 430.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

21 Irfan Firmansyah 19 Bandung Laki-laki Rp. 160.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

22 Yosep Muhammad Rizal 22 Bandung Laki-laki Rp. 1.400.000,00 Terseret arus, tidak dapat diselamatkan. Korban 

ditemukan sehari setelah kejadian sekitar 300 

meter dari lokasi kejadian 

23 Rifqi Prianto 22 Bandung Laki-laki Rp. 2.672.000,00 Terseret arus, tidak dapat diselamatkan. Korban 

ditemukan sehari setelah kejadian sekitar 500 

meter dari lokasi kejadian 



24 Asep Heri Suherman 32 Subang Laki-laki Rp. 130.000,00 Luka di bagian kaki akibat terkena terumbu 

karang. Korban dapat diselamatkan 

25 Ade Jumara 51 Bandung Laki-laki Rp. 220.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

26 Nur Annisa Aini Sidik 21 Brebes Perempuan Rp. 180.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

27 Ir. Wijaya 54 Lampung Laki-laki Rp. 111.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

28 Sumarsih 46 Lampung Perempuan Rp. 331.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

29 Leli  Indramayu Perempuan Rp. 295.000,00 Luka di bagian kaki akibat terkena terumbu 

karang. Korban dapat diselamatkan 

30 Fredi Setiawan 28 Bandung Laki-laki Rp. 285.000,00 Korban terseret arus, kemudian terbentur batu 

karang yang mengakibatkan jari tengahnya 

sobek. Dapat diselamatkan 

31 Krisman G Simorangkir 30 Bekasi Laki-laki Rp. 60.000,00 Terkena gigitan monyet. Dapat diselamatkan 

32 Sulistia 12 Bandung Perempuan Rp. 60.000,00 Terseret arus. Dapat diselamatkan 

33 Agus 14 Bandung Laki-laki Rp. 334.000,00 Tergulung ombak, dapat diselamatkan 

34 Fitria 14 Bandung Perempuan Rp. 364.000,00 Tergulung ombak, dapat diselamatkan 

35 Fahri 5 Bandung Laki-laki Rp. 50.000,00 Terserempet perahu ketika sedang berenang, 

dapat diselamatkan 

36 M. Rizki Dwi Bakti 20 Bandung Laki-laki Rp. 125.000,00 Tergores terumbu karang ketika sedang 

berenang, dapat diselamatkan 

37 Deril  Bandung Laki-laki Rp. 40.000,00 Tergores perahu pesiar dan terluka. Dapat 

diselamatkan 

38 R.M.K Effendi 41 Bogor Laki-laki Rp.140.000,00 Terkena benda tajam ketika sedang bermain 

bola, dapat diselamatkan 

39 Badai  Bandung Laki-laki Rp. 90.000,00 Terseret arus, dapat dselamatkan 

40 Cecep Sandi Kumara 28 Tasikmalaya Laki-laki Rp. 320.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

41 Lukas Theo Philus Rifaldy 18 Bandung Laki-laki Rp. 291.000,00 Terseret arus hingga masuk ke pusaran air, dapat 

diselamatkan. 

42 Aldi Maldiano Tade 15 Bandung Laki-laki Rp. 291.000,00 Terseret arus hingga ke pusaran air, dapat 

diselamatkan 

43 Zefan  Bandung Laki-laki Rp. 389.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

44 Rizkiansyah 15 Ciamis Laki-laki Rp. 180.000,00 Terseret arus hingga masuk ke pusaran air, dapat 

diselamatkan 

45 Vera Melia Suci 20 Brebes Perempuan  Rp. 205.000,00 Tegores batu karang, dapat diselamatkan 

46 Aceng Diki 24 Garut Laki-laki Rp. 296.000,00 Terseret arus hingga masuk ke pusaran air, dapat 

diselamatkan 

47 Rina  8 Ciamis Perempuan Rp. 326.000,00 Terkena kail perahu hingga menyebabkan luka, 

dapat diselamatkan 



48 Asep Nurjaman 22 Bandung Laki-laki Rp. 326.000,00 Terseret arus hingga pingsan, dapat diselamatkan 

49 Aep Mardani 18 Karawang Laki-laki Rp. 260.000,00 Terseret arus hingga pingsan, dapat diselamatkan 

50 Indri Hermana 24 Sumedang Laki-laki Rp. 2.665.000,00 Terseret arus hingga tenggelam. Korban sempat 

dapat diselamatkan, akan tetapi korban meniggal 

dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit 

Pangandaran 

51 Nana Lesmana 19 Ciamis Laki-laki Rp. 200.000,00 Terkena batu karang hingga menyebabkan luka. 

Dapat diselamatkan 

52 Oscar  Jakarta Timur Laki-laki Rp. 90.000,00 Terseret arus hingga pingsan, dapat diselamatkan 

53 Tiara  14 Bandung Perempuan Rp. 229.000,00 Terseret arus hingga pingsan, dapat diselamatkan 

54 Suherlan   Bandung Laki-laki Rp. 160.000,00 Terbentur perahu hingga mengalami luka, dapat 

diselamatkan 

55 Siti Sarah  Banjar Perempuan Rp. 362.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

56 Dereva  Ciamis Laki-laki Rp. 375.000,00 Tergulung ombak, dapat diselamatkan 

57 Risan Supriyatna 29 Bandung  Laki-laki Rp. 235.000,00 Tergulung ombak, dapat diselamatkan 

58 Suparno  26 Karawang  Laki-laki Rp. 230.000,00 Terseret arus hingga pingsan, dapat diselamatkan 

59 Wiwin Martini 46 Bandung Perempuan Rp. 100.000.00 Terseret arus hingga pingsan. Dapat 

diselamatkan 

60 Prasetiyo  Bandung Laki-laki Rp. 375.000,00 Terseret arus hingga masuk ke pusaran. Dapat 

diselamatkan 

61 Iman Nurjaman  Bandung Laki-laki Rp. 375.000,00 Terseret arus hingga masuk ke pusaran. Dapat 

diselamatkan 

62 Ahmad Abdullah, SH 45 Bandung  Laki-laki Rp. 435.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

63 Iwan Maulana 22 Karawang Laki-laki Rp. 380.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

64 Asep Hendayana 31 Bandung Laki-laki Rp. 260.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

65 Galih  Tasikmalaya Laki-laki Rp. 260.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

66 Teti Daniaty 32 Bandung Perempuan Rp. 150.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

67 Kuswara 30 Subang Laki-laki Rp. 3.680.000,00 Terseret arus hingga tenggelam, jasad korban 

ditemukan dua hari setelah kejadian dalam 

kondisi sudah meninggal dunia 

68 Titin Rosdiatin  Bandung  Perempuan Rp. 50.000,00 Jatuh dari perahu karena perahu yang dinaikinya 

terbalik. Korban dapat diselamatkan  

69 Saripah  Bandung Perempuan Rp. 234.000,00 Jatuh dari perahu karena perahu yang dinaikinya 

terbalik. Korban dapat diselamatkan 

70 Sani   Bandung Perempuan Rp. 234.000,00 Jatuh dari perahu karena perahu yang dinaikinya 

terbalik. Korban dapat diselamatkan 

71 Yosi Sulaeman 22 Cirebon Laki-laki Rp. 163.000,00 Korban mengalami luka sobek di bagian kaki 



karena menginjak batu karang. Korban dapat 

diselamatkan 

72 Usep Budiman 19 Sumedang Laki-laki Rp. 2.745.000,00 Terseret arus hingga tenggelam. Korban 

dtemukan dua hari setelah kejadian dalam 

keadaan sudah meninggal 

73 Asep Saprudin 22 Bandung Laki-laki Rp. 491.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

74 Nandang Ruhiyat 51 Sumedang Laki-laki Rp. 784.000,00 Terseret arus, hingga masuk ke pusaran air, 

tetapi dapat diselamatkan 

75 Nopi Budianti 15 Bandung Perempuan Rp. 98.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

76 Diki Haryadi 25 Bandung Laki-laki Rp. 123.000,00 Terjatuh dari perahu karena datang ombak besar. 

Pelipis terbentur badan perahu hingga 

menyebabkan luka. Korban dapat diselamatkan 

77 Dandi 27 Majalengka Laki-laki Rp. 105.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan. 

78 Dede Randi Purba 18 Majalengka Laki-laki Rp. 47.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan 

79 Sukma Hardiyanti 18 Majalengka  Perempuan Rp. 266.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan 

80 Sarip Hidayat 35 Majalengka Laki-laki Rp. 250.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya tebalik. Korban dapat diselamatkan  

81 Agus Affandi 20 Majalengka Laki-laki Rp. 103.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan 

82 Novi  15 Majalengka Laki-laki Rp. 75.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan 

83 Adi Basir 37 Temanggung Laki-laki Rp. 2.256.000,00 Mengalami luka robek di bagian wajahnya 

karena ketika sedang naik perahu, perahu yang 

dinaikinya diterjang ombak yang begitu 

besar.korban diantarkan ke kediamannya di 

Temanggung dengan menggunakan ambulance 

84 Julien Erfenia 20 Depok Perempuan Rp. 384.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

85 Toni haryanto 17 Cilacap  Laki-laki Rp. 50.000,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

86 Srihartono  35 Garut Laki-laki Rp. 289.000,00 Terjatuh dari perahu dikarenakan perahu yang 

dinaikinya terbalik. Korban dapat diselamatkan 

87 Rizal  13 Tasikmalaya Laki-laki Rp. 720.000,00 Kecelakaan darat di kawasan pantai 

Pangandaran. Korban dapat diselamatkan 

88 Sifa  14 Tasikmalaya Perempuan Rp. 270.000,00 Kecelakaan darat di kawasan pantai 

Pangandaran. Korban dapat diselamatkan 



 

89 Yuli 15 Tasikmalaya Perempuan Rp. 140.000,00 Kecelakaan darat di kawasan pantai 

Pangandaran. Korban dapat diselamatkan 

90 Evitya Setiawati  Pangalengan, 

Bandung 

Perempuan Rp. 5.712.800,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 

91 Khoerani Salsabila  Pangalengan, 

Bandung 

Perempuan Rp. 3.411.900,00 Terseret arus, dapat diselamatkan 



 

(gambar 1: Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pangandaran) 



 

(gambar 2: salah satu pos penyelamatan tim Balawista) 

 

 



Berikut, karcis-karcis yang akan kita dapatkan ketika membeli tiket masuk ke kawasan wisata Pantai 

Pananjung Jawa Barat 

  

 (gambar 1.1: Premi Asuransi)   (gambar 1.2: iuran kebersihan) 

 

 

  

  (gambar 1.3: Tiket Masuk)    (gambar 1.4: Karcis Parkir) 

  



 

(gambar 2.1: Kawasan Pantai Barat yang sedang dipadati pengunjung) 

 

(gambar 2.2) 



 

(gambar 3.1: kawasan Pantai Barat) 

 

(gambar 3.2: Kawasan Pantai Barat) 



 

(gambar 4.1: Kawasan Pantai Timur) 

 

(gambar 4:2 water sport berikut dermaganya di Pantai Timur) 



 

(gambar 4.3: tanggul anti tsunami, Pantai Timur) 

 

(gambar 5.1: Pantai Pasir Putih) 



 

(gambar 5.2: snorkeling di Pantai Pasir Putih) 



 

(gambar 6.1: rambu-rambu larangan berenang di Kawasan Pantai Barat) 

 

 



 

(gambar 6.2: pengunjungyang sedang berenang di area larangan berenang) 

 

(gambar 6.2:penampang Pangandaran jika dilihat dari atas apabila dilihat dari arah Pantai Barat) 



 

(gambar 6.3: Penampang Pangandaran jika dilihat dari atas arah Pantai Timur) 

 

(gambar 6.4: tim balawista sedang menyelamatkan korban yang kecelakaan) 



 

(gambar 6.5: wisatawan yang mengalami kecelakaan di Pantai Pangandaran) 
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